DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Arifin P. Soeria Atmadja, 2009, Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum,
Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Arifin P. Soeria Atmadja, 2009, Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum,
Raja Grafindo Persada. , Jakarta.

Artley, Will; DJ Ellison, dan Bill Kennedy. 2001, The Performance-Based
Management  Handbook,:  Establishing and  Maintaining A
Performance-Based Management Program, Volume 1, Washington:
Performance-Based Management Special Interest Group (PBM SIG).

Bastian, Indra, 2001, Akuntansi Sektor Publik. Badan Penerbit Fakultas
Ekonomi UGM, Yogyakarta.

Bohari, 1995, Pengawasan Keuangan Negara, Raja Grafindo Persada,
Jakarta.

Burhan, Bungin, 2008, Penelitian Kualitatif, Kencana Prenada Media Group,
Jakarta.

Burhan, Bungin, 2008, Penelitian Kualitatif, Kencana Prenada Media Group,
Jakarta.

Emzir, 2012, Metode Penelitian Kualitatif : Analisis Data, Raja Grafindo
Persada, Jakarta.

Lexy J. Moleong, 2010, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarja,
Bandung.

Mardiasmo. 2004. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi, Yogyakarta.

Bohari, 1995, Pengawasan Keuangan Negara, Raja Grafindo Persada,
Jakarta.

Mosso, David, 1999, Accounting for the Business of Government: New Goals,
Old Myths, Public Budgeting and Finance, Winter.

Nasution, Mulia P, 2004, Reformasi Manajemen Keuangan Negara, Dalam
Subiyantoro, Heru dan Singgih Riphat (Editor), Kebijakan Fiskal:
Pemikiran, Konsep, dan Implementasi, Cetakan 2, Kompas, Jakarta.



Noeng Mubhadjir, 1996, Metodologi Penelitian Kualitatif, Rake Sarasin,
Yogyakarta.

Rahayu Hartini, 2011, Harmonisasi Konsep Keuangan Negara Terhadap
Kepailitan BUMD Persero Demi Menjamin Kepastian Hukum, Citra
Mentari, Malang.

Rahayu Hartini, 2011, Harmonisasi Konsep Keuangan Negara Terhadap
Kepailitan BUMN Persero Demi Menjamin Kepastian Hukum, Citra
Mentari, Malang.

Seger, Mutasim Billah, 2006, Dasar-Dasar Administrasi Publik, Modul
Diklatpim Tingkat IV, : Pusdiklat Pegawai, Magelang.

Solikin, 2006, Penggabungan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja :
Perkembangan dan Permasalahannya, Jurnal Akuntansi Pemerintah,
Vol. 2, No. 2, November 2006.

Sudiman dan Teguh Widjinarko, 2004, LAKIP dan Pengukuran Kinerja,
Bahan Ajar Diklatpim Tingkat III. Jakarta, Lembaga Administrasi
Negara.

Sugiono, 2010, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,
Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung.

Suhady, Idup dan Desi Fernanda., 2001, Dasar-Dasar Kepemerintahan yang
Baik, Bahan Ajar Diklatpim Tingkat IV, Lembaga Administrasi
Negara, Jakarta.

Supardi, M.d, 2006. Metodologi Penelitian, Yayasan Cerdas Press, Mataram.

Stiglitz. Joseph E, 2006, Dekade Keserakahan. Era 90°an dan Awal Mula
Petaka Ekonomi Dunia, Marjin Kiri, Serpong.

Taliziduhu Ndaraha, 2005, Kybernologi, Rineka Cipta, Jakarta.

Witanto D.Y, 2002, Dimensi Kerugian Negara dalam Hubungan
Kontraktual, Mandar Maju, Bandung.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



Undang-Undang RI No. 28 Tahun 1999 tentang Anti Kolusi Korupsi dan
Nepotisme

Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara

Undang-Undang RI No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Undang-Undang RI No.1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan

Peraturan Presiden RI Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Kepolisian Negara RI

Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Insntansi Pemerintah

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan
Tatalaksana Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah.

Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi RI
No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja
dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah.

Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2012 tentang Petunjuk Penyusunan
Sistem Perencanaan Strategis di Lingkungan Polri.

Peraturan Kapolri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Petunjuk Penyusunan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Polri



Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan
Kapolri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Petunjuk Penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Polri

Keputusan Kapolda Jateng Nomor :KEP/901/IV/2015 tanggal 15 April 2015
tentang Rencana Strategis Polda Jateng Tahun 2015-2019

Keputusan Kapolda Jateng Nomor :KEP/2481/1X/2016 tanggal 30 September
2016 tentang Rencana Strategis Polda Jateng Tahun 2015-2019
Perubahan |

Keputusan Kapolda Jateng Nomor :KEP/1324/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015
tentang Rencana Kerja Polda Jateng Tahun 2016

Perjanjian Kinerja Polda Jateng Tahun 2016

Laporan Kinerja Polda Jateng tahun 2016

C. JURNAL /ARTIKEL ILMIAH

Simanjuntak, Binsar H., 2005, Menyongsong FEra Baru Akuntansi
Pemerintahan di Indonesia, Jurnal Akuntansi Pemerintah, Vol. 1, No. 1, Mei

Soedarjono, Akuntabilitas Kinerja Mengarahkan Pencapaian Misi Instansi
Pemerintah, Makalah disajikan pada Seminar Nasional Akuntabilitas pada
Sektor Publik. Jakarta, 4 Desember 1997

Solikin, Akhmad., 2005, Accountability Reporting in Indonesia: When Self-
Serving Attributions Exaggerate Perceived Performance, Jurnal Akuntansi
Pemerintah, Vol. 1, No. 1, Mei

D. INTERNET

Powers, Lori Criss, 2009, 4 Framework for Evaluating the Effectiveness of
Performance Measurement System. Real World Systems Research
Series 2009.http://ssrn.com/abstract=1371158.

Paul, Samuel, 2002, New Mechanism for Public Accountability: The Indian
Experience, Diakses dari
http://www.undp.org/governance/docsaccount/new-mechanism-
accountability.pdf




E. Lain-lain

Laporan Pelaksanaan Studi Banding dan Koordinasi Optimalisasi
Penyusunan dan pemanfaatan serta pembenahan AKIP Polda
Jateng pada tanggal 21 S.D. 23 Desember 2016 Di Polda Jabar

Wawancara Penulis dengan Tim Pokja Penyusunan LKIP Polda Jabar,
Kasubbagstrabang Bag Strajemen Polda Jabar Komisaris Polisi
Asep Abdullah, S.H., M.H, Kamis, 22 Desember 2016.

Wawancara Penulis dengan Sekretaris Tim Pokja Penyusunan LKIP Polda
Jateng, Kompol Sutarmin, SE., Selasa, 6 Februari 2017.

Wawancara Penulis dengan Sekretaris Tim Pokja Penyusunan LKIP Polda
Jateng, Kompol Siti Amini, S. Sos., Selasa, 6 Februari 2017.

Wawancara Penulis dengan Sekretaris Tim Pokja Penyusunan LKIP Polda
Jateng, Ipda Catur Wiji Priyono, Selasa, * Februari 2017.



